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<b>ABSTRAK</b>

Penduduk Sumatera Barat yang mayoritas masyarakat Minangkabau dikenal kuat berpegang kepada adat,
tetapi dapat menerima perobahan norma yang disebabkan oleh pergantian penguasa yang lebih luas
(negara). Aturan hukum yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau ada dua bentuk; aturan yang
datang dari Tuhan (Islam) berupa Al-Quran dan Hadits, dan aturan adat yang jugaterdiri dari dua unsur.
Pertama yang bersifat esensial dan tidak dapat berobah, kedua yang dapat berobah dalam bentuk hasil
mufakat rapat nagari. Dengan demikian aturan adat Minangkabau terdiri dari bentuk adat, adat istiadat, adat
yang diadatkan, adat yang teradat. Adat adalah bentuk asli yang tidak dapat berobah seperti sistem garis
keturunan nasab ibu, peran penghulu dan mamak, pembagian nagari menjadi suku, dan hukum alam sebagai
dasar falsafah adat Minangkabau. Adat istiadat, adalah kebiasaan masyarakat untuk wilayah tertentu dalam
wilayah Minangkabau, seperti aturan-aturan yang bersifat seremonial. Adat yang diadatkan, adalah sesuatu
yang datang dari pemerintah (negara) atau pemerintah daerah, seperti peraturan luhak dan rantau yang
kemudian dirobah oleh Pemerintah Kolonial Belanda menjadi peraturan kelarasan. Adat yang teradat, adalah
aturan berupa hasil kesepakatan rapat nagari. Di sini jelas bahwa aturan yang berlaku dan berkembang
dalam masyarakat Minangkabau cukup bervariasi; hukum Islam, Aturan adat dengan segal a bentuknya,
hukum negara yang bekerja secara bersamaan dalam mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok
masyarakat.

Setiap norma tersebut lengkap dengan pranatanya, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk memilih
pranata hukum mana yang dapat memberikan peluang untuk mencapai keinginan mereka. Sebaliknyajuga
tidak tertutup kemungkinan bahwa pranata hukum yang ada juga ikut memilih kasus manayang akan
mereka tampung dan mana yang ditolak, berdasarkan kepentingan lembaga itu sendiri. Seperti apayang
pernah dikemukakan oleh Keebet V. Benda Beckmann tentang Forum Shopping dan Shopping Forum.
Dalam menjelaskan pola pilihan hukum dan pranatanya itu tidak dapat dilepaskan dari sistem kebudayaan,
sistem kepercayaan, dan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Inti kebudayaan atau model pengetahuan masyarakat memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan, yang
antara lain adalah sistem kepercayaan dan organisasi sosial. Kedua unsur ini tidak hanya berhubungan
dengan unsur-unsur ekonomi, bahasa dan komunikasi, kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan masyarakat
sgja, tetapi juga menghubungkan pengaruh alam terhadap keteraturan, konflik, dan penyelesaian konflik,
Hal ini disebabkan karena sistem kepercayaan dapat menjadi sumber norma (hukum agama), dan organisasi
sosial dapat membentuk norma pula (hukum adat dan hukum negara), K eduanya dapat mengatur masalah
yang sama dalam masyarakat yang sama pula. Karena itu hukum agama, hukum adat, dan hukum negara
dapat menciptakan keteraturan. Tetapi juga dapat menimbulkan konflik, yang juga dapat memberikan
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penyelesaian.

Pendekatan antropologi hukum yang digunakan dalam membuktikan kerangka teoritis di atas adalah metode
kasus sengketa (Hoebel, 1983) untuk dapat memudahkan mencari hukum apa yang berlaku. Karena model
ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka tidak tertutup kemungkinan untuk menggunakan mentode
kasus non-sengketa (Holleman, 1986) untuk menemukan ide atau prinsip normatif yang terkandung
dibelakang prilaku hukum yang aktual. Untuk menghubungkan individu sebagai pusat analisis dengan
lingkungannya digunakan metode kasus yang diperluas (Van Velaen, 1967) dan konsep semi-autonomous
socia fiel ( Moore, 1983).

Wilayah Sumatera Barat sekarang hanya sebagian dari wilayah Minangkabau lama, tetapi daerah utamanya
memang Sumatera Barat sekarang, sehingga sering dipahami bahwa Minangkabau itu adalah Sumatera
Barat. Padahal wilayah Sumatera Barat ada yang bukan Minangkabau seperti Mentawai. Berdasarkan
kondisi alamnya mata pencaharian dan perekonomian masyarakat mangandalkan pertanian yang bergerak
menjadi semitradisional. Berdasarkan mata pencaharian dan perekonomian ini muncul kelas sosial petani
pemilik tanah yang lebih tinggi dergatnya dan petani penggarap (orang manapek). Walaupun ada profesi
lain yang dianggap terhormat oleh masyarakat seperti pedagang atau pengusaha, PNS dan ABRI (pegjabat
negara) tetapi jumlahnya sedikit, sehingga dalam ceremonial dan perlakuan adat tetap mengacu kepada dua
kelas tersebut.

Walaupun agama masyarakat keseluruhan Islam, tetapi kepercayaan mereka dapat dikategorikan menjadi;
yang berpendidikan SLTP ke bawah mencampurkan Islam dengan Mitos, SLTP dan SLTA peralihan antara
bentuk pertama dengan Islam rasional, SLTA ke atas mempraktekkan |slam secara moderat dan rasional.

Daam kasus-kasus perkawinan masyarakat Minangkabau memilih norma yang ada dengan
mempertimbangkan status sosialnya dalam masyarakat, politik dan ekonomi, agama untuk dapat mencapai
penyelesaian sesuai dengan yang diinginkan. Mereka tidak akan memilih lembaga adat kalau status sosia
mereka secara adat lemah, seperti kelompok masyarakat manapek mereka lebih memilih hukum agama dan
hukum negera. Atau bisa saja mereka menggabung ketiga sistem hukum tersebut, seperti dalam kasus
perceraian. Untuk memutus perkara mereka pilih Pengadilan Agama dan hukum Islam, tetapi untuk
pembagian harta bersama dan pengasuhan anak menggunakan aturan adat. Ketika terjadi pertentangan
antaranorma adat dengan lainnya, tetapi masyarakat nekad untuk melanggar norma adat dan memilih norma
lain, maka mereka akan mendapat sangsi dari lembaga adat, Seperti melanggar aturan larangan menikah

bagi orang satu suku. Semua ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang penulis ungkap dalam bab IV,

Dalam kasus sengketa kewarisan masyarakat Minangkabau menggunakan lembaga adat untuk harta pusaka
tinggi. Sementara untuk harta bersama mereka sering menyel esaikannya dengan pendekatan kekeluargaan
melalui pesan mamak, sehingga akhirnya pengaruh norma adat lebih kental dari hukum Islam dan hukum
negara. Inilah penyebabnya masyarakat Minangkabau tidak pernah membawa perkara kewarisan mereka ke
pengadilan agama atau pengadilan negeri. Pola penyel esaian kasus sengketa waris masih sama seperti
sebelum berlakunya undang-undang tentang Pengadilan Agama.



Masalah perwakafan tidak dikenal dalam adat Minangkabau, sehingga mereka murni menggunakan aturan
wakaf menurut agama |slam, Cuma saja mereka mensyaratkan kalau harta yang akan diwakafkan adalah
harta pusakatinggi harus melalui persetujuan anggota paruik yang berhak. Kalau itu harta pusaka rendah
pemilik babas mewakafkannya sesuai hukum Islam. Cuma sgja sering terjadi proses wakaf hanya dengan
aturan hukum Islam saja, tanpa mematuhi hukum negara sehingga tanah wakaf sering tidak memiliki
sertfikat.

Dari beberapa kasus yang penulis ungkap dapat dibuktikan bahwa norma-norma yang berlaku di masyarakat
Minangkabau bersumber dari sistem kepercayaan (Islam), dan organisasi sosial yang menimbulkan hukum
adat dan hukum negara. Semua normaini saling berinteraksi dan dapat menjadi sumber keteraturan, konflik,
dan juga sebagal sumber penyelesaian konflik. Dengan demikian kewenangan peradilan agama tidak hanya
diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma-normalain. Untuk itu pengadilan agama harus
memperhatikan norma-norma lain tersebut dalam memutus perkara, atau pendekatan pluralisme hukum
adalah pendekatan yang tepat untuk menyelesaikan kasus-kasus dalam kewenangan peradilan agama.



